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Permohonan Uji Materi UUD 1945 Diperbaiki

Jakarta, 26 Juli 2021 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil
Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 pada Senin (26/7). Sidang
Perbaikan Permohonan ini akan digelar pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan
Nomor 18/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Muhammad Taufig dengan norma yang diujikan, yaitu
Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945.

Pemohon menguraikan dalam permohonannya, Pasal a quo bertentangan dengan Pancasila
Sila Pertama, Pancasila Sila Kedua, dan Pancasila Sila Kelima. Menurut Pemohon, diperlukan
adanya sistem pelindung Pancasila tanpa mengubah Pancasila. Pasalnya Pasal 33 ayat (3) dan
Pasal 37 UUD 1945 tidak dapat lagi menjangkau kejahatan dan kerusakan lingkungan yang
terjadi sekarang ini. Pemohon berpendapat maraknya perilaku eksploitasi sumber daya alam
yang merusak lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah
menimbulkan rasa tidak aman karena tidak dapat ditindak oleh aparat hukum.

Terkait permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan catatan perbaikan yang dapat
dilakukan Pemohon untuk penyempurnaan dalilnya. Di antaranya, terkait sistematika dari
permohonan, yakni kewenangan MK, kedudukan hukum, alasan permohonan, petitum. Terkait
kewenangan MK, lanjut Suhartoyo, Pemohon juga seharusnya menjelaskan secara runut
mengenai kewenangan MK terkait pengujian undang-undang yang diajukan terhadap UUD 1945.
Namun, sambungnya, pada permohonan ini yang diajukan adalah pengujian UUD 1945. “MK
tidak dapat menguji UUD 1945 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah terbatas
memberikan nasihat. Diharapkan pertimbangkan kembali dasar hukum dari pengajuan
permohonan ini,” terang Suhartoyo.

Sementara itu, Hakim Konsitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan catatan agar Pemohon
dapat memperbaiki permohonan dengan berpedoman pada PMK Nomor 2/2021 yang
menguraikan sistematika permohonan dan landasan pengajuan permohonan. Di samping itu,
Pemohon sebaiknya mengutip bunyi pasal yang diujikan secara utuh dan menyeluruh. (FY)
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